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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan 

kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, 

bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk 

membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud 

dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi 

masyarakat adalah bidang pertanahan.1  

Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting 

untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah 

bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah 

merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. 

Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan 

menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki 

oleh orang perorangan.2 

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam 

Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negera hukum. 

Gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD NRI 

Tahun 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum. 

 
1Fatika Sari, “Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak 

Atas Tanah”,  Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology,  Vol. 1, No. 3, 
November 2020, h.150. 

2 Bronto Susanto,  "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." Jurnal Ilmu Hukum,  Vol 10, Nomor 20 Thn 
2019, h.67. 
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Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara 

hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.3 

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas tanah 

yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah dalam 

melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan hukumnya 

terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan diperjelas kembali di 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang 

berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa 

Indonesia merupakan kekayaan nasional”.4 

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak 

mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya 

yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik 

pertanahan di Indonesia. Permasalahan tanah ini terkadang juga 

menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan 

 
3Ibnu Affan, Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif, 
Perdana Publishing, Medan, 2018,  h.2. 

4 Robert Weku,  "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek 
Hukum Pidana dan Hukum Perdata." Lex Privatum,  Volume  1 Nomor 2 Thn 2018, h4. 
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perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena 

ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding 

dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai 

pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.5 

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak 

pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII 

Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk 

pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya 

pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 

KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan 

Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 

264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).6 

Istilah kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah istilah 

baru dalam hukum pidana, tetapi merupakan istilah yang sama dengan 

kejahatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. 

Hanya saja kebetulan istilah kejahatan di bidang pertanahan ini 

berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu 

unsur adanya kejahatan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang 

berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah: (1) Kejahatan terhadap 

penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, (2) Kejahatan terhadap 

 
5 Ardianto Effendi, “Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor 

Penyebabnya”, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi I, No. 1 Thn 2021, h.14. 
6 Ibid, h.15. 
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pemalsuan surat-surat yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 

266 dan 274 KUHP, dan (3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas 

barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah.7 

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang 

sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan 

pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: 

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam 

kelompok kejahatan penipuan.  

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 

kelompok kejahatan negara/ ketertiban masyarakat.8 

Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan yang dilarang, apabila 

dilanggar akan dikenakan hukuman, seperti yang terkandung dalam pasal 

268 KUHP, dalam hal ini apabila terjadinya sebuah perbuatan pemalsuan 

akan adanya sebuah pertanggungjawaban. untuk mengetahui apakah 

perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya 

maka harus dilihat dari kemampuan jiwa (versdelijke vermogens), doktrin 

ini secara lebih lengkap disebut dengan actus non facit reum nisi mens sit 

rea (actus reus dan mens rea), suatu perbuatan tidak dapat membuat orang 

 
7Jhon Tyson Pelawi, “Tindak Pidana Pendaftaran Sertipikat Hak Milik 

Menggunakan Alas Hak/ Dasar Palsu Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Law Journal, 
Vol.3 No. 3, Agustus 2020, h.66. 

8 Ismu Gunandi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 
2015, h. 173 
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bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder 

schuld.9 

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang akan 

disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. 

Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya 

mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang 

segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal 

sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan yang sebenarnya 

dan bertentangan dengan kebenaran.  

Sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini, kejahatan 

pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan dokumen tanah 

yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau 

memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak 

dipalsu. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri.  

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara 

memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik yang semula isinya 

mengandung kebenaran akan tetapi setelah adanya tindakan pemalsuan 

tersebut, akta otentik tersebut menjadi palsu/keterangannya mengandung 

ketidakbenaran dan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu 

 
9 Adami Chazawi dan  Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2017, h.135. 
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pejabat tertentu yang memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke 

dalam suatu akta otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri. 

Salah satu tindak pidana pemalsuan adalah menggunakan surat 

palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli 

tanah. Seperti diketahui bahwa penguasaan tanah dibagi menjadi tiga 

kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan 

pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh 

masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan 

hukum. Penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum berkaitan 

dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk 

memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya.10  

Hak penguasaan atas tanah dibuktikan dengan sertipikat yang berlaku 

ditemukan perkara hak atas tanah,11 

Hak atas tanah yang dimiliki terus-menerus, berkesinambungan dan 

teratur, di data dengan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan 

daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

kegiatan ini disebut pendaftaran tanah.12 Pendaftaran hak atas tanah 

dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah; menyediakan informasi kepada pihak-

 
10  Arba, Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta, 2015,  h.82   
11  Robert Weku. Op.Cit, h. 166   
12 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.114   
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pihak yang berkepentingan; menyelenggarakan tertib administrasi 

pertanahan.13 

Kegiatan tersebut akan memberikan akibat hukum berupa sertipikat 

sebagai tanda hak atas tanah. Sertipikat akan memberi kepastian hukum 

yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: kepastian hukum status hak atas tanah 

yang didaftarkan, kepastian hukum subjek hak atas tanah, kepastian hukum 

objek hak atas tanah.14 

Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa 

yang menimbulkan perkara seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp dengan terdakwa Dedi 

Sumantri bertempat di Dusun X Desa Marindal I Kecamatan Patumbak 

Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 

masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang 

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan 

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Akibat perbuatan 

terdakwa Dedi Sumantri yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana  turut serta menggunakan surat palsu di 

pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 

Sehubungan dengan tindak pidana di atas, tujuan dari dibentuk dan 

diaturnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam KUHP adalah untuk 

 
13 Ibid., h. 46   
14 Bronto Susanto, Op.Cit, h.80.   
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melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan masyarakat 

terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek surat, diantaranya yaitu surat 

yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu 

perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang 

diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu.  

Selain itu, tujuan dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang 

pemalsuan surat ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat 

menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait 

dengan tanah, dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku dan dapat 

memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan 

pemalsuan surat yang terkait dengan tanah ini. Hal ini dapat dilihat di dalam 

Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pada ketiga pasal 

tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut mempunyai 

ancaman hukuman yang berbeda-beda dilihat dari bentuk pemalsuannya 

maupun jenis surat yang dipalsukan dan hal ini diyakini dapat menimbulkan 

efek jera untuk melakukan perbuatan pemalsuan tersebut. 

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah 

surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh 

isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan 

surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud 

perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, 

dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat 
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sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat 

yang dipalsukan. 

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap 

kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah surat yang 

menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat 

yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk 

membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang 

dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat 

surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen). 

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 263 KUHP, perbuatan 

pemalsuan yang dilarang di sini adalah membuat surat palsu dan 

memalsukan suatu surat maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan 

terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah menjatuhkan pidana penjara 

paling lama 6 tahun. Pada Pasal 264 KUHP, perbuatan pemalsuan yang 

dilarang adalah apabila perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan 

terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero, talon dan surat kredit maka 

ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara 

paling lama 8 tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan 

pemalsuan yang dilarang adalah apabila seseorang menyuruh masukkan 

suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maka ancaman 

hukuman yang akan dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling 

lama 7 tahun. 
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Mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam 

mengungkapkan kejahatan menggunakan surat palsu dalam pelepasan 

hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah, maka dipilih tesis 

yang berjudul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat 

Palsu Dalam Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Dalam 

Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam 

pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu 

dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli 

tanah ?  

3. Bagaimana pertimbangan hukum  hakim dalam tindak pidana 

menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan 

ganti rugi dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor 

1722/Pid.B/2021/PN Lbp ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana 

menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan 

ganti rugi dalam jual beli tanah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan 

ganti rugi dalam jual beli tanah.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum  hakim dalam 

tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak 

penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah berdasarkan 

putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp. 

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

lebih lanjut yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai 

sanksi bagi pelaku pemalsuan surat. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama 

pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan 

dengan menggunakan surat palsu dalam pelepasan hak 

penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah. 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait 

dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana 

yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami 

ilmu hukum, khususnya menggunakan surat palsu dalam pelepasan 

hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah. 
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D. Kerangka Teori dan Konsep. 

1. Kerangka Teori. 

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk 

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan 

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas 

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.15 

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan 

adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, 

acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap 

teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang 

memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena 

sosial yang diteliti. 

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan 

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan 

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka 

kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian 

ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana 

pemalsuan gelar akdemik. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

 
15 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada 

Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40. 
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a. Teori Kepastian Hukum  

Teori kepastian hukum dengan  tujuan untuk  membahas dan 

menganalisis konsep kepastian hukum perlindungan terhadap pekerja 

migrant Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jauh lebih baik jika dibanding 

dengan sebelumnya. Pengaturannya sudah lengkap dan detail mulai dari 

awal yaitu calon pekerja migran mau mengurus persyaratan atau disebut 

pelindungan sebelum bekerja, pelindungan pada saat bekerja, demikian 

juga pelindungan setelah bekerja, termasuk pemberdayaannya. 

Pelindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan juga diatur. Peran dan 

tanggungjawab berbagai pihak terkait juga sudah diatur. Jika dilihat dari 

kelengkapan isi diktum dari pelindungan sudah baik namun semua itu 

tergantung dari pelaksanaan di lapangan. 

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu : 

1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 
dilakukan. 

2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 
pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat 
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 
dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 16  
 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang 

serupa yang telah di putuskan.  

 
16Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, 

Jakarta, 2008, h. 158 
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Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu 

menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan 

kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dalam 

tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan 

maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil 

terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian 

kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam 

atau dari hukum.  

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-

banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu 

tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu 

dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (kenyataan hukum) dan dalam 

undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan 

berlain-lainan. 

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) 

hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan 

ketertiban dan keteraturan dan bekerja dengan memberikan petunjuk 

tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).17 Pada 

dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau 

kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde). 

 
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2011, h.13 
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Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa 

yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa 

putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berati bahwa 

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati. 

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law (1971 : 54-58) 

mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang 

apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai 

hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan 

asas tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 
berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 
4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 
5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang 

bisa dilakukan; 
7) Tidak boleh sering diubah-ubah; 
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8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-
hari.18 
 

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada 

kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah 

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

bagaimana hukum positif dijalankan. 

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka 

kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 

dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, 

mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna 

atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak 

boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian 

hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung 

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, 

serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap 

warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada 

 
b. Teori pertanggungjawaban pidana  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus 

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah 

 
18 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h. 160 
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seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 19 

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak 

termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso 

mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang 

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban 

pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak 

ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.20 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman 

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi 

masyarakat patut dicela.21 Dengan demikan, menurutnya seseorang 

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur 

melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum 

tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya,jadi ada unsur subjektif.  

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta 

penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat 

kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa 

atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya. Kedua 

 
19 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13. 
20 Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 

2017, h. 75   
21Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,  

Pradnya Paramita, Jakarta, 20117, h. 31 
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pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan 

pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.  

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di 

yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan 

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di 

lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah 

hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut 

telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. 

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang 

yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan 

bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan 

adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan 

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan 

normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur 

tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh 

masyarakat. 

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang 
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yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan 

asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya 

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah 

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan 

ini dia mempunyai kesalahan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: 

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau 
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.  

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik 
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan 

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban 
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.22 

 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan 

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang 

ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar 

adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat 

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam 

melakukan perbuatan pidana tersebut.  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung 

jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan 

 
22 Ibid, h. 156. 



 20 

oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi 

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan 

tertentu.23 

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor 

terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan 

yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua 

faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan 

menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. 

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab 

dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 

KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan 

penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan 

khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi 

Roeslan Saleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja 

karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, 

tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan 

sebagainya.24 

c. Teori Pembuktian 

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan 

hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada 

 
23Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 
68 

24 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua 
Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003, h. 83 
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khususnya, aspek pembuktian  memegang peranan menentukan untuk 

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. 

Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk 

pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana. 

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 

pembuktian dalam hukum acara, yaitu:  

1) Conviction-in Time. 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah 
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh 
penilaian keyakinan hakim.  

2) Conviction-Raisonee. 
Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. 

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
wettelijke stelsel). 
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat 
bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan 
salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan 
kepada alat-alat bukti yang sah.  .  

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 
wettelijke stelsel). 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
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undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut 
keyakinan atau conviction-in time.25  
 

 
2. Kerangka Konseptual. 

 Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.26 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat 

dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :. 

a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan 

komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk 

kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 

permasalah. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat 

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.27 Yuridis adalah hal yang 

 
25 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  

2024, h. 39 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 7.   
27 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2014. h. 10   
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diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk 

keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,28 yuridis 

merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum 

dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, 

kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya  

b. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).29 

c. Pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem 

ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu 

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 

bertentangan dengan yang sebenarnya.30 

d. Hak Penguasaan tanah adalah berisikan didalamnya terdapat 

wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk 

berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki.31 

e. Ganti rugi adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh 

pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut. Ganti kerugian 

merupakan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak 

dalam proses pengadaan tanah.32 

 
28 Sudarsono, Kamus Hukum,  Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89. 
29 Erdianto Effendi, Op.Cit, h. 96-98   
30 Adami Chajawi, Op.Cit, h.11. 
31 Urip Santoso,  Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Kencana, Jakarta, 2013, 

h.41. 
32 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2018, h.50. 
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f. Jual beli tanah adalah perbuatan hukum penyerahan tanah untuk 

selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah 

uang, yaitu harga pembelian33 

g. Putusan pengadilan menurut  Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :  "Putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan pengadilan pada 

dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya 

suatu kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan 

untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya 

 
E. Asumsi 

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran 

sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau 

suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto 

bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran 

yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.34 Berdasarkan dari pengertian 

asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 
33 Urip Santoso, Op.Cit, h.62.  
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2016, h.65 
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1. Pengaturan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam pelepasan 

hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah diatur di dalam 

Pasal 263 ayat (2) KUHP. 

2. Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu dalam 

pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual beli tanah 

dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan 

hal tersebut, terdawa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat 

dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur 

kesalahan Pasal 283 ayat (2) KUHP 

3. Pertimbangan hukum  hakim dalam tindak pidana menggunakan surat 

palsu dalam pelepasan hak penguasaan dengan ganti rugi dalam jual 

beli tanah berdasarkan putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp 

adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat luas 

dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat 

menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf. 

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian 

tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Dalam 

Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tanah 

(Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)” belum pernah dilakukan 

dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada 
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beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas 

berbeda yaitu : 

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 

dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan 

Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna). Rumusan 

Masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan 

dalam perfektif hukum pidana positif di Indonesia ?  

b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 

penipuan?  

c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 

No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?  

2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana 

Penipuan Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 
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a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan ?  

b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan menurut 

KUHAPdan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik ?  

c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana 

penipuan dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp  

3.  Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  Hasanuddin 

Makassar  Tahun 2018 dengan judul : Penyidikan Tindak Pidana 

Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian 

Daerah Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli 

tiket pesawat on line di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi 

Selatan? 

b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak 

pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line  ? 

c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan 

tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat on line  ? 

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan 

yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian  ini dapat 
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dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas 

masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan 

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli 

baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana 

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.35 Metode 

penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan 

untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi 

sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional 

penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel.36 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian.37 Deskriptif analistis, merupakan metode 

yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang 

sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan 

data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali 

 
35 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset,  Andi Offset, Yogyakarta, 2014,  h. 3 
36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105 
37 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2014, h. 105 
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hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.38. 

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian 

hukum yuridis normatif.   

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu 
pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka 
atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis 
normatif merupakan penelitian yang terdiri dari: 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 
b. Penelitian terhadap sistematika hukum 
c. Penelitian sejarah hukum 
d. Penelitian perbandingan hukum.39 

 
 

2. Metode Pendekatan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach),40 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan 

Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp.  

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),41 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

 
38 Ibid, h. 106 
39 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 45. 
40 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
41 Ibid, h. 95 



 30 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

 
3. Alat Pengumpulan Data. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, 

pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-

undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan 

penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data 

sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.52  

 
4. Prosedur Pengambilan dan  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses 

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan 

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. 

 
52 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11. 
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Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data 

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier.42 Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah 

data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, 

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah.43 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, 

yaitu :  

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat,53 terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadan 

Undang-Undang Pokok Agraria. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,54 

seperti kamus hukum. 

  

 
42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39. 
43 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2014, h. 122. 
53 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,  Granit, Jakarta,  2014, 

h.57 
54 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 14. 
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga 

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori 

substantif.44 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan 

metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.45

 
44 Lexy J Moleong, Op.Cit, h.  103 
45 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105. 
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BAB II 

PENGATURAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU 
DALAM PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN  

GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TANAH  
 
 

A. Tindak Pidana Pemalsuan. 

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut : 

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum. 

2. Peristiwa pidana 

3. Perbuatan pidana 

4. Tindak pidana.46 

Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) 

para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut M Hamdan merumuskan strafbaar feit adalah  

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya 
dalam dua golongan unsur yaitu : 
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang 

dilarang/diharuskan. 
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan 

bertanggung jawab.47 
 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 

 
46 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 

Pemidanaan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran 
Kausalitas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.26 

47 M. Hamdan., Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, 
Medan, 2015, h.8 
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barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno 

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, 

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 

dan adil. 48 

R. Tresna menyebutkan bahwa : 

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu 
perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus 
memenuhi beberapa syarat yaitu : 
1. Harus ada suatu perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum 
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 
5. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di 

dalam Undang-Undang.49 
 

R. Soesilo menyebutkan bahwa : 

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau 
diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau  
diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu 
diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri 
dari dua unsur yaitu : 
1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi : 

a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu 
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana. 

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya 
dapat dihukum. 

 
48 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,  Jakarta, 2018, h.54 
49 R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2019, h.28 
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c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan 
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan 
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang. 

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si 
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 50 
 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan 

tersebut : 

1. Melawan hukum 

2. Merugikan masyarakat 

3. Dilarang oleh aturan pidana 

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.51 

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh 

aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan 

hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. 

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat 

belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan 

adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang 

diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum 

dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam 

lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana 

dan pelakunya diancam dengan hukuman. 

 
50 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor,  2018, h.26 
51 M. Hamdan., Op.Cit,  h.10 
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Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah 

dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum 

pidana positif). Di dalam KUH.Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak 

pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam 

Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria 

yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana 

ini, KUH.Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang 

beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau 

tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan 

atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada kejahatan 

umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada 

ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Ilmu Hukum Pidana mengengal beberapa jenis tindak pidana, 

diantaranya adalah : 

1. Tindak pidana formil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan  kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak 
pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan 
yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan 
dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 
362 KUH.Pidana perbuatan yang dilarang tersebut adalah 
mengambil milik orang lain. 

2. Tindak pidana materil. 
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu 
Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila 
akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. 
Misalnya Pasal 338 KUH.Pidana, akibat yang dilarang tersebut 
adalah hilangnya nyawa orang lain. 

3. Tindak pidana comisionis 
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Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang. 

4. Tindak pidana omisionis. 
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh 
Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 KUH.Pidana, tidak 
menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. 

5. Dolus dan culpa 
Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, 
sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan 
kelalaian atau karena kealpaan. 

6. Tindak pidana aduan (klachtdelict). 
Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat 
dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada 
pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. 
Misalnya Pasal 284 KUH.Pidana, tindak pidana perzinahan, 
dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari 
bunyi rumusan pasal.52 
 

Menurut Sudarto, bahwa secara dogmatis masalah pokok yang 

berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang 

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu 

3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.53 

Mengenai kata perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana 

mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (Het Strafbare 

feit) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain : 

1) Perbuatan yang dilarang hukum 

2) Perbuatan yang dapat dihukum 

3) Perbuatan pidana 

 
52 R.Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana 

Indonesia, Eresco,Bandung, 2012, h.106 
53 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 

2013, h.62 
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4) Peristiwa pidana 

5) Tindak pidana. 

6) Delik (berasal dari bahasa Latin delictum).54 

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak 

pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. 

Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara 

objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat 

dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena 

perbuatannya. 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman 

yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-

undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman 

tambahan. 

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.55 Pemalsuan dari bahasa Belanda 

yaitu Vervalsing atau Bedrog yang artinya proses, cara atau perbuatan 

memalsu.56 

Pemalsuan yang artinya tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, 
tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan 
memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan 
suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, 
dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi 

 
54 M. Hamdan, Op.Cit, h.8 
55 WJS. Poerwadarmina,  Op.Cit, h.817 
56 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Pramadya Puspa, Semarang, 2017, h. 618 
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orang lain. Sedangkan, surat (geschrift) adalah suatu lembar kertas 
yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf 
termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna 
tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, 
printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara 
apapun.57 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 

diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam 

masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa 

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-

dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman 

bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu perbuatan 

pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau 

kepercayaan dalam hal :  

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan 
sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan 
keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau 
mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, 
hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar 
dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.  

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari 
berbagai jenis perbuatan penipuan).  

3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum 
yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya 
dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian 
dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.58 

 

 
57 Adam Chazawi, Op. Cit, h. 97 
58 Ibid, h.98 
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Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang 

sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 59 

 Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 

terhadap dua norma dasar:   

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam 

kelompok  kejahatan penipuan. 

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.60 

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang 

palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang 

menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran 

terhadap kebenaran tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Pemalsuan intelektuil dapat terdiri atas pernyataan atau 
pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, 
pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak 
benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan 
atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu 
tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaraan, hingga tulisan 
atau surat itu mempunyai isi tidak benar.  

2. Pemalsuan materiil : 
a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, 

tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa 
hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu 
menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada 
yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu 

 
59 Ibid, h. 2-3. 
60 H.A.K. Mochammad Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2014, h. 128 
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telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga 
menjadi palsu atau tidak benar. 

b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau 
tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip 
dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang 
asli.61 
 

Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari 

pemalsuaan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan 

yang terdapat dalam KUHP yang antra lain adalah  : 

1. Keterangan di atas sumpah 
2. Mata uang 
3. Uang kertas 
4. Materai 
5. Merek. 
6. Surat.62 

 
Dengan perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di 

dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya 

menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil 

dan pemalsuan intelektuil. Pemalsuan intelektuil yang murni hanya dapat 

terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri 

yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di 

dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar. 

 
B. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Akta Sertipikat Hak Milik Tanah   

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam 

Bab XII Buku II KUH.Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan 

 
61 H.A.K. Mochommad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), 

Alumni, Bandung, 2012, h. 155. 
62 Ibid. h.6 
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bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, 

termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 

263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering 

terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat 

palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta 

otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan 

palsu ke dalam suatu akta otentik).63 

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian 

tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu disebut dengan 

pemalsuan intelektual (intelectueele valschheids). Pemalsuan intelektual 

adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan 

intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa 

perbuatan memalsu surat).64 

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang 

mengatasnamakan (seolah-olah) surat iitu dibuat oleh seorang tertentu, 

bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat 

semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut 

dengan “pemalsuan materiil (materiele valscheid). Pasalnya surat bukan 

terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) 

si pembuat surat yang seolah-oleh dibuat oleh orang yang nama 

sebenarnya di dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat 

 
63 PAF. Lamintang., Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 

Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, CV. Mandar Madju, 
Bandung, 2011, h. 67 

64 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit. , h. 138 
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tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B 

dicantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang 

menandatanganinya adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa 

juga tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu 

dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B.65 

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua 

macam: 

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya 

tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak 
diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau 
dikarang-karang saja. 

2. Membuat surat dengan menggunakan nama orang lain yang 
dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama 
tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan tanda 
tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan 
tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya 
dicantumkan dalam surat itu. 66 
 

Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk tanda tangan 

dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Begitu juga tanda tangan 

dengan menggunakan mesin scanner . Tanda tangan seperti itu bukanlah 

termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel 

tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin scanner  

bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah 

termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1). 

Alasannya, karena orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan 

atau dengan menggunakan mesin scanner  membubuhkan tanda tangan 

 
65 Ibid, h.139. 
66 Ibid, h.140. 
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bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau 

persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat 

ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan 

palsu, dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau mesin 

scanner  tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 ayat (1). 

Mengenai bentuk-bentuk pemalsuan pada umumnya yang telah 

disampaikan di atas, khusus untuk pemalsuan akta sertipikat hak milik 

tanah, harus memahami wujud dan sistematika penulisan serta penulisan 

dari sertipikat tanah hak milik. Sertipikat hak milik tanah wajib berisikan 2 

bagian utama yaitu Buku Tanah dan Surat Ukur. Buku Tanah dan Surat 

Ukur tersebut dijadikan satu buku dan disampul (sampul luar, berwarna 

hijau, ukuran kwarto) menjadi sebuah dokumen dan diberi judul sertipikat  

sebagai berikut:67 

1. Sampul sertipikat 

Sampul sertipikat berwarna hijau muda, ukuran 21 cm x 28 cm 

atau ukuran kwarto, bertuliskan dalam huruf-huruf capital warna hitam: 

“Badan Pertanahan Nasional” pada bagian atas, kemudiam di 

bawahnya ada gambar lambang negara RI yaitu Burung Garuda, 

kemudian “Sertipikat (Tanda Bukti Hak)” pada bagian tengah, 

selanjutnya “Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ……..” pada 

bagian bawah, dan paling bawah terdapat nomor Sertipikat yang 

menempati sederetan kotak-kotak kecil. 

 
67 Herman Hermit, Op. Cit, h.33 
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Nomor sertipikat (sama dengan nomor Buku Tanah), terdiri dari 

14 digit. Dua digit pertama adalah nomor kode propinsi, dua digit kedua 

adalah nomor kode Kabupaten/Kota, dua digit ketiga adalah nomor kode 

kecamatan, dua digit keempat adalah nomor kode keluarahan/desa, 

satu digit kemudian adalah nomor kode nama/macam hak, dan lima digit 

terakhir adalah nomor hak. agian dalam sampul belakang sertipikat yang 

diterbitkan setelah 8 Oktober 1997 tertulis “Ketentuan P.P. 24 Tahun 

1997 yang perlu diperhatikan” yaitu bunyi dari pasal-pasal 17, 32, 36, 40 

dan 42 PP 24/1997. Sedangkan pada sertipikat yang diterbitkan setelah 

8 Oktober 1997 tertulis “Ketentuan-ketentuan P.P. 10 Tahun 1961 yang 

perlu diperhatikan” yaitu bunyi dari pasal-pasal 19, 20, 21, 22, 33, 42 

dan 44 PP 10/1961. 

2. Bagian Buku Tanah 

Buku tanah merupakan dokumen yang menegaskan data 

keabsahan penguasaan/kepemilikan hak si pemegang sertipikat dan 

data keabsahan obyektif bidang tanah yang dikuasai/dimiliki si 

pemegang sertipikat. Menurut definisi formalnya, “Buku Tanah adalah 

dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik 

suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya” (Pasal 1 butir 

19 PP Pendaftaran Tanah). Buku tanah terdiri dari empat halaman 

ukuran kwarto (21cmx28cm), namun bisa ditambah apabila halaman 

terakhir sudah penuh diisi. 
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a. Halaman Satu 

Halaman satu ini berwarna hijau, menggunakan garis pinggir warna 

hitam. Pada bagian paling atas bertuliskan warna hitam Badan 

Pertanahan Nasional, kemudian dibawahnya lambang negara RI 

gambar Burung Garuda, selanjutnya berturut-turut tulisan: Sertipikat, 

Hak; Milik….. No: 0234, Propinsi: Kotamadya: Bandung, Kecamatan: 

Kelurahan: hingga paling bawah adalah nomor Buku Tanah (sama 

dengan nomor sertipikat). 

b. Halaman Dua 

Halaman dua diberi judul Pendaftaran Pertama, maksudnya 

adalah pendaftaran tanah pertama kali yaitu hasil proses cara 

pendaftaran tanah sistematik ataupun cara pendaftaran tanah 

Sporadik. Halaman dua ini berisikan daftar data yuridis dan data fisik. 

Halaman ini terdapat berbedaan antara pendaftaran tanah 

secara Sistematik dan pendafaran tanah secara Sporadik. Halaman 

dua proses cara pendaftaran tanah sistematik, maka pada kotak g) 

Pembukuan dan kotak h) Penerbitan Sertipikat ditandatangani oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan; 

sedangkan proses cara pendaftaran tanah sporadic ditandatangani 

oleh Kepala Kantor Pertanahan langsung. Pendaftaran tanah secara 

sistematik dalam kotak c) Asal Hak, berisikan “Pengakuan dari Milik 

Adat”, sedangkan dalam kotak sama pada pendaftaran tanah secara 

sporadic tertulis (satu-satunya pernyataan yang tidak dicoret adalah) 
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“Pemberian hak”. Sumber perbedaannya adalah pada asal-usul atau 

cara memperoleh haknya. Pada pendaftaran tanah secara 

sistematik asal tanah tersebut adalah tanah Milik Adat yang 

kemudian memperoleh pengakuan/penegasan/konversi dari Ketua 

Panitia Ajudikasi untuk menjadi Hak Milik sebelum tanah tersebut 

dibukukan/disertipikatkan. Sedangkan pada pendaftaran tanah 

secara sporadic asal tanahnya ada dua kemungkinan yaitu Tanah 

Negara atau peningkatan status Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai, kemudian memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan tentang pemberian Hak Milik sebelum bidang tanah 

tersebut dibukukan/disertipikatkan. 

Apabila asalnya tanah negara, maka sebelum Kepala Kantor 

Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik 

maka sudah pasti dasarnya adalah pengajuan permohonan 

pemberian hak milik atas tanah negara secara tertulis yang dibuat 

dan disampaikan oleh pemilik tanah kepada pemerintah (yang dalam 

hal ini ialah Kakan Pertanahan). Apabila asal tanahnya adalah Hak 

Guna Bangunan atas nama pemilik tanah, maka yang terjadi adalah 

peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak 

Milik, proses demikian pun haruslah sebelumnya berdasarkan surat 

permohonan pemilik tanah kepada pemerintah (Kakan Pertanahan) 

sebagai dasar pemrosesan pemberian Hak Milik dari 

negara/pemerintah. 
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Pendaftaran tanah secara sistematik dalam kotak g) dan h) 

adalah Ketua Panitia Ajudikasi sedangkan pendaftaran tanah secara 

sporadic kedua kotak tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala 

Kantor Pertanahan. Kotak b) Pendaftaran tanah secara sistematik 

terdapat/tertulis NIB (singkatan dari Nomor Identifikasi Bidang) terdiri 

dari 14 dijit sebagaimana telah dijelaskan di atas, karena diterbitkan 

setelah berlaku/efektifnya PP 24/1997 yang sudah mengenal/ 

mewajibkan adanya sistem penomoran identifikasi bidang tanah. 

Sedangkan pada pendaftaran tanah secara sporadic kotak b) 

tersebut berisikan Nama Jalan/Persil dan bukan NIB, karena 

diterbitkan berdasarkan PP 10/1961. 

c. Halaman Tiga 

Halaman tiga buku tanah berjudul Pendaftaran Peralihan Hak, 

Pembebanan Dan Pencatatan, yang diisi oleh Kepala Kantor 

Pertanahan apabila terjadi setiap pendaftaran peralihan hak (seperti 

akibat jual beli atau hibah yang dikukuhkan oleh Akta dari PPAT atau 

akibat lelang, dll) atau pembebanan hak (seperti akibat hak 

tanggungan/gadai/hipotik) atau terjadinya perbuatan hukum lainnya 

yang perlu dicatat menurut peraturan tentang pendaftaran tanah 

(seperti terjadinya sengketa yang belum kunjung terselesaikan). 

Selama peristiwa pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak 

atau pencatatan yang disebabkan oleh perbuatan hukum pemilik 

tanah terhadap hak atas tanahnya itu belum ada, maka halaman tiga 
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ini akan kosong. Perbuatan hukum pemilik tanah itu misalnya 

transaksi jual-beli, hibah, pewarisan, pembebanan dengan hak 

tanggungan (menjadikan tanah tersebut sebagai agunan untuk suatu 

pinjaman uang ke Bank, umpama), membebaninya dengan hak-hak 

atas tanah lainnya untuk pihak lain (misalnya membolehkan orang 

lain mendapatkan Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai di atas 

tanah Hak Milik tersebut), atau tanah tersebut sedang dalam 

keadaan dipersengketakan, dan masih banyak lagi bentuk perbuatan 

hukum yang bisa dilakukan oleh pemegang hak milik. 

d. Halaman Empat 

Halaman empat sama dan sejenis dengan halaman tiga. 

Halaman empat hanya boleh diisi apabila halaman tiga sudah penuh. 

Seandainya halaman empat pun sudah penuh, maka bisa 

ditambahkan halaman lima dan seterusnya yang ungsinya adalah 

sama yaitu untuk pencatatan pendaftaran peralihan hak dan 

pencatatannya lainnya. 

1) Bagian Surat Ukur 

Surat ukur merupakan dokumen yang menyatakan 

kepastian lokasi dan besaran-besaran obyektif (lokasi, batas dan 

luas) dari bidang tanah yang digambarkan yang dikuasai/dimiliki 

si pemegang sertipikat. Menurut definisi formalnya, “Surat Ukur 

adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah 
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dalam bentuk peta dan uraian” (Pasal 1 butir 17 PP Pendaftaran 

Tanah). 

Surat Ukur pada sertipikat hak milik atas tanah 

merupakan hasil Salinan dari Peta Pendaftaran Tanah (biasanya 

pada cara pendaftaran tanah sistematik) atau dari hasil 

pengukuran bidang tanah (biasanya pada cara pendaftaran 

tanah sporadic). Pada sertipikat hak milik atas tanah yang 

diterbitkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961, Surat Ukur 

boleh digantikan oleh Gambar Situasi/GS, yang bersumber pada 

peta apa saja yang layak. Namun, setelah berlakunya PP 

Pendaftaran Tanah Gambar Situasi tidak diperkenankan lagi 

untuk menggantikan Surat Ukur. 

Kandungan data dalam Surat Ukur bisa dibedakan 

menjadi dua jenis data, walaupun sama-sama merupakan data 

fisik. Jenis pertama adalah data uraian mengenai: Nomor Surat 

Ukur, lokasi (Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi); 

Nomor Peta Pendaftaran (yang menjadi sumber kutipan Surat 

Ukur), keadaan tanah, tanda-tanda batas, luas bidang tanah, 

penunjukan dan penetapan batas, pengesahan Kepala Kantor 

Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan pada cara pendaftaran tanah sistematik, dan 

keterangan pemisahan/penggabungan/penggantian sertipikat. 



 51 

Jenis data kedua adalah peta bidang tanah (lengkap 

dengan penunjuk arah Utara sebagai orientasi) yang 

disertipikatkan dan bidang-bidang tanah lain sekitarnya yang 

berbatasan, yang dibubuhi nomor-nomor bidang tanah 

bersangkutan. Nomor ini sama dengan digit terakhir pada NIB 

dalam kotak b) halaman 2 pada Buku Tanah. Garis batas untuk 

bidang tanah bersangkutan dicetak lebih tebal. Skala peta bisa 

satu berbanding 500 (1:500) atau bisa juga satu berbanding 1000 

(1:1000) atau lainnya disesuikan dengan ruang gambar/kertas 

yang tersedia, dan kalau terpaksa boleh juga dengan 

menggunakan salinan Peta Pendaftaran (skalanya bisa 1:1000 

atau 1:2000 atau 1:5000). Hal yang menarik adalah adanya 

nomor Buku Tanah pada lembar pertama Surat Ukur ini, 

pencantuman nomor tersebut memang diperlukan sebagai data 

penghubung antara Surat Ukur dan Buku Tanah, sebagaimana 

halnya terdapatnya nomor Surat Ukur pada kotak e) halaman dua 

Buku Tanah sebagai penghubung Buku Tanah dan Surat Ukur. 

Adanya data penghubung antara bagian /file ini merupakan 

keharusan dalam sistem basis data apapun, termasuk pada 

sistem basis data pengelolaan pendaftaran tanah dan penerbitan 

sertipikat. 

 
C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan. 
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Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 

diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di 

dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa 

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. 

Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 

kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.68 

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran 

terhadap dua norma dasar :  

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong 

dalam kelompok kejahatan penipuan.  

2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.69 

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu 

masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda 

tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam 

masyarakat.  Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama 

dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan 

penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok 

kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang 

sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau 

kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya 

 
68 HAK. Mochammad Anwar, Op.Cit,  h. 128   
69 Ibid 
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dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat 

tersebut itu adalah benar atau asli.70 

Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu 

yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, 

hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, 

kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut 

dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam 

KUHP dianut azas : 

1. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jaminan 
kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan 
terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan 
jahat.  

2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan 
bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan 
anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau 
benar.71 
 

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai 

pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai 

pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun 

mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan 

atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ 

maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu 

seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk 

mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 

 
70 Ibid 
71 Ibid., h. 129 
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dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut 

tidak dianut.  

Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama 

disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ 

maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” 

untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana 

pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak 

pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku 

untuk menguntungan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam 

pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian 

tidak merupakan masalah yang penting. Setiap pebuatan yang dapat 

dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak 

kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam 

pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan 

dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.72 

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 

perkosaan terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana : 

1. Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu 
barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan 
barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau 
mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, 
hingga orang lain percaya bahwa barang tesebut adalah benar 
dan asli dan karenanya orang lain terpedaya. 

2. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis 
perbuatan penipuan).  

3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya 
umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan 
sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan 
kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/ surat 
tersebut.73 

 
72 Ibid., h. 130. 
73 Ibid 
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Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh 

atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan 

dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:  

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak 
sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat 
yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.  

2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari 
orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang 
demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat 
atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat 
surat.74 
 

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat 

surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat 

terjadi dalam hal misalnya: 75 

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada 

orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif 

(dikarangkarang).  

2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan 

persetujuannya ataupun tidak. 

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah 

dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah 

surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda 

dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu 

isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran 

ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak 

 
74 Chazawi, Op.Cit. h. 100. 
75 Ibid, h.101. 



 56 

berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah 

orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung arti atau makna 

tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. 

Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan 

hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi 

surat.  

Adapun jenis-jenis dari pemalsuan surat dan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut adalah :76 

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUH. Pidana) 

Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua 

jenis surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau 

diketik. Syarat dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah 

surat yang palsu itu haruslah : 

a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya : 

1) Memalsukan ijazah 

2) Memalsukan karcis tanda masuk 

b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya : 

1) Perjanjian piutang 

2) Perjanjian sewa 

3) Perjanjian jual beli 

b. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya dalam 

bentuk kwitansi 

 
76 Ibid, h.64. 
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c. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan 

atau peristiwa : 

1) Surat keterangan lahir 

2) Surat keterangan buku tabungan 

3) Surat keterangan izin angkutan 

Membuat surat palsu disini maksudnya adalah membuat isinya tidak 

benar atau tidak sesuai dengan hasilnya bila ditinjau dari segi asal surat. 

Misalnya : 

1) A membuat surat seolah-oleh berasal dari B dan menandatangani surat 

itu dengan meniru tanda tangan B 

2) A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut  

blanco sein. 

3) A membuat surat dan menandatanganinya sendiri tetapi isinya tidak 

benar 

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP). 

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 

a. Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:  
1) Akta-akta otentik 
2) Surat hutang atau sertipikat hutang dari suatu negara atau 

bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 
3) Surat sero atau surat hutang atau sertipikat sero atau hutang 

dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai 
4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat 

yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti 
yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 

5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk 
diedarkan. 

b. Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli 
atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
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Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP tersebut adalah: 

1) Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini 

harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat 

dalam Pasal 263 KUHP dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, 

bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan 

sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 

(lima) dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap 

membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini 

diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan surat biasa. 

2) Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri 

umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa 

dan sebagainya.  

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 

266 KUHP). 

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maskud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, 
jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengna pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Di pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan bukan kerugian. 

 
Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah : 
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1) Yang dinamakan akta autentiek yaitu suatu surat yang dibuat 

menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-

undang, oleh pegawai umum.  

2) Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang 

memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke 

Stand untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat 

oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau 

menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan 

yang termuat di dalamnya itu benar.  

3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan 

keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang 

dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat 

keterangan tidak benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus 

dibuktikan, bahwa orang itu seakan-akan isi surat itu benar dan 

perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.  

4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada 

pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak 

dapat dikenakan pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan 

untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi 

hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang 

itu demikianlah adanya. Ini beda sekali dengan surat (akta) kelahiran 

yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran 

itu. 
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5) Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang 

menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris 

mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu 

kepada orang lain. Dalam hal ini maka akta notaris merupakan suatu 

surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak 

milik.  

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang 

berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada 

dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP 

memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, 

sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. 

Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, 

seperti akta otentik, dan sebagainya. 

4. Pemalsuan surat tertentu ( Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP). 

Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat 
keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, 
kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima 
dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan 
pertolongan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 4 (empat) bulan.  

(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan 
sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang 
dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu 
asli dan tidak dipalsu. 

 
Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 KUHP tersebut adalah: 
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a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang 

kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain 

dengan maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan 

surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati 

atau perasaan suka member pertolongan. 

b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan 

kepalsuaannya. 

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut 

di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang 

berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang 

dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau 

tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga 

dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau Lurah setempat. 

Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain 

pejabat yang bersangkutan. 

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) palsu dapat dikenakan 

pidana karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 

263 KUHP, khususnya pada ketentuan ayat (2). Pasal tersebut berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 263 KUHP: 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian 
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh 
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
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mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan 
surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian 

R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus 

dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi 

kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, 

kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum 

menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga 

“sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, 

bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa 

surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak 

dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu 

harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam 

persidangan.77 

 Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 

263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 

(memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh 

memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).  

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah 

surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh 

isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan 

surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud 

 
77 R.Soesilo, Op.Cit¸ h.69. 
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perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, 

dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat 

sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat 

yang dipalsukan. 

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap 

kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan 

suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang 

menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk 

membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang 

dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan membuat 

surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen).78 

Perbuatan membuat palsu atau memalsu surat seperti itu dipidana 

apabila terkandung maksud untuk : 

1. memudahkan penjualannya 

2. Memudahkan penggadainya  

3. Menyesatkan pejabat tertentu dan/ atau kepolisian tentang asalnya 

barang.79 

Istilah/unsur memudahkan, artinya surat itu mempunyai pengaruh 

terhadap kemudahan untuk penjualannya atau penggadaiannya atau dalam 

hal penyesatan terhadap pejabat tertentu atau kepolisian. Dengan kata lain, 

 
78  Edel Joshua Siagian, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak 

Milik Tanah”, Jurnal  Lex Crimen Vol. X/No. 6/Mei/2021, h.85 
79 Ibid, h.86 
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bahwa tanpa surat palsu atau dipalsu tersebut, penjualannya atau 

penggadaiannya tidak dapat dilakukan  tidak semudah bila ada surat 

semacam itu. Sedangkan unsur menyesatkan, artinya surat itu dapat 

menimbulkan kesan bagi pejabat tertentu atau kepolsian seolah-olah 

barang itu benar berasal dari orang yang tertulis pada surat itu, yang 

sesungguhnya tidak benar. 

Salah satu contoh bentuk surat yang dikeluarkan oleh pejabat adalah 

sertipikat tanah. Sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak (Pasal 19 ayat 

(2) huruf c UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak 

milik atas satuan rumah susun (rusun) dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah didaftar dalam buku tanah yang bersangkutan.  Dalam pasal 

30 ayat (1) disebutkan pula bahwa sertipikat tanah diterbitkan untuk 

kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik 

dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertipikat tanah 

hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam 

buku tanah atau kepada pihak yang mendapatkan kuasa.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaannya 

adalah buku tanah merupakan dokumen yang memuat data yuridis dan 

data fisik tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan sertipikat tanah 

merupakan surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang sudah dibukukan 

dan terdapat pada dalam daftar buku tanah tersebut. 

Dengan keluarnya UU No 5 Tahun 1960 maka dicabut berlakunya 

buku II sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 
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terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek 

yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA tersebut. Oleh karenanya 

berbicara mengenai hak milik atas tanah, maka ketentuan buku II 

KUHPerdata tidak berlaku melainkan yang mengaturnya adalah Undang-

undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960).  

Pemalsuan sertipikat hak milik tanah dapat ditinjau dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen 

Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan 

sesuai peraturan kepala BPN nomor 1/2010. Dalam praktiknya, pemalsuan 

sertipikat tanah dilakukan dalam bentuk manipulasi tanda tangan pejabat 

yang berwenang maupun dokumen (sertipikat ganda) dalam mengajukan 

sertipikat tanah, yang konsekuensi hukumnya bisa dipidanakan 

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah 

sesungguhnya telah diatur secara lex specialist pada Pasal 263 KUHP  

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) 
atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud 
akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan 
surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 
maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman 
penjara selama-lamanya enam tahun. 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan 
sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. 
(K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486). 
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